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PUTUSAN
Nomor : 093/Pdt.G/2013/PA.Ktb
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.,

tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

T, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dahulu Karyawati
PT., tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti diseluurh Wilayah Republik

Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
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Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 07 Maret

2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam

Register Nomor: 093/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 07 Maret 2013, telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor

55/07/V1/2011 tanggal 25 Juni 2011);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah sewa di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon
tanpa pamit di saat Pemohon sedang bekerja, Termohon tidak pernah pulang dan

tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon

telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama

1 tahun 5 bulan ;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui

orangtua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-------
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar

menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil,
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7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini
Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan
alasan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

e Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di
persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan,
meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 093/Pdt.G/2013/PA Ktb tanggal 11
Maret 2013 dan tanggal 09 April 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil
dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu

Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan
maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi

tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi
nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap

tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

L BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor
XXXXXXXXXXXX, tanggal 23-11-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi
Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai

cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 55/07/VI/2011, Tanggal 25

Juni 2011 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya dan telah sesuai aslinya(P.2);
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3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, Nomor : 78/Ds.Tls/
SKG/III/2013, tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut
telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya(P.3).;-------

IL. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, tempat tinggal

di Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dan

berteman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 1

tahun 6 bulan yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
sewa di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten
Kotabaru, sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak;------------------

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan
harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi tanpa pamit
meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang,
tidak pernah telfon kirim kabar dan tidak dikethaui alamatnya hingga

sekarang (ghaib);

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mencari tahu keberadaan

Termohon akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu

Termohon dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-
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2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, tempat

tinggal di Kabupaten Kotabaru;;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dan
berteman;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 1

tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
sewa di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten
Kotabaru, sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak;------------------
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan
harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi tanpa pamit
meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang,

tidak pernah telfon kirim kabar dan tidak dikethaui alamatnya hingga

sekarang (ghaib);

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah mencari tahu keberadaan

Termohon akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya sabar menunggu

Termohon dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon

membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya

mohon dikabulkan;
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Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam

persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah
datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap

perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan
penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2011 Termohon telah pergi mennggalkan

Pemohon tanpa pamit, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang tidak tidak pernah
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kirim kabar hingga sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh

wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk
dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun

1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi

Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut
Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara

formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang
menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti bahwa Termohon saat
ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik

Indonesia;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan

perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil
permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak
membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau
mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil

permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian
yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), maka hal
tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti

lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan
keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga
Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu
Termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana tanpa alasan yang jelas, dan
sejak saat itu tidak pernah pulang sampai sekarang, oleh karena itu, majelis hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah

tidak bisa dipersatukan kembali;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu
unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan
seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon
menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan
keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis
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berpandapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat

dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil

syar’i :

1. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

o 32Y plllb 949 s @9 pralisall PS5 o oS> LIl 5 e
Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” ---------=----=------

2. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :
ord b ai |5z ausslilgisl s jii 0l6

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia

gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti” .--------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum

dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vidle KMA Nomor : KMA/032/SK/
IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi

tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan,
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guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap

persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-------------

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu

tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 Hijriah, oleh
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kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I. dan ADE
FIRMAN FATHONY, S.H.I,. M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua
Drs. ABDUL KADIR
Hakim Anggota 1 Hakim Anggota I1
ACHMAD FAUSL S.H.L. ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I,. M.S.L.

Panitera Pengganti

SARMADI
Rincian Biaya Perkara:
Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
Biaya Proses Rp.  50.000,-
Biaya Panggilan Rp.  400.000,-
Biaya Redaksi Rp.  5.000,-
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Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 491.000,-
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